Petunjuk Penggunaan Menu KKP

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat
digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana
kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit
Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang
disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan KKP pada Satuan Kerja, KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat
Ditien Perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Rl No. 196/PMK.05/2018, Kantor
Pusat Ditien Perbendaharaan menyediakan fasilitas pembuatan surat permohonan dispensasi ke Kanwil
DJPb, persetujuan KKP ke KPPN, dan penerbitan KKP ke bank melalui aplikasi SAS 2019 pada modul
PPSPM.

Secara umum, alur permohonan penerbitan KKP adalah sebagai berikut :

SATKER

Perubahan Proporsi Kanwil
>
I - Surat Perubahan
A Porsi KKP (Kanwil
SAS2019 DiPb)
Kerja Input ‘ , Output - Surat Persetujuan
.......... > E L e eeeeeeeeo———-3  KKP (KPPN)
Sama 5 - Surat Penerbitan
KKP (Bank)
- ADK Kirim KKP ke
T Kanwil dan KPPN
- KPPN
Penerbitan KKP v
Persetujuan KKP

Penjelasan :

a. Satker dan Bank mitra melakukan kerja sama (MUO) penggunaan KKP

b. Jika proporsi KKP berubah dari 60% dan 40% (normal sesuai PMK-196/PMK.05/2018), maka
membuat surat dispensasi perubahan proporsi ke Kanwil DJPb dilampiri Surat Pernyataan dan
kirim ADK

c. Satker Input data permohonan persetujuan KKP ke KPPN (jika berubah proporsi KKP, surat
persetjuan dari Kanwil DJPb harus ada) dan dilampiri Surat Pernyataan Uang Persediaan serta
kirim ADK

d. Satker input data permohonan penerbitan (nama-nama penerima dan administrator) KKP ke
Bank dilampiri surat Persetujuan KKP dari KPPN mitra

e. Input data surat permohonan perubahan proporsi, persetujuan dan penerbitan KKP dilakukan
pada modul PPSPM

f. Satker Input data Nomor KKP (Kartu Kredit Corporate) pada masing-masing penerima/pemegang
KKP sebagai bahan pelaporan oleh BP/BPP pada modul SILABI

Pada modul PPSPM, untuk pembuatan surat-surat sebagaiman alur dan penjelasan diatas, terdapat
pada menu Lainnya, sub menu Kartu Kredit Pemerintah dengan sub-sub menu sebagai berikut :
Dispensasi Proporsi KKP ke Kanwil

Permohonan Persetujuan ke KPPN

Permohonan Penerbitan ke Bank

Permohoan TUP KKP ke KPPN

Permohonan TUP Non KKP ke KPPN

Monitoring Dan Evaluasi KKP

ANENENENENEN

Modul PPSPM Page 1



v" Pengiriman KKP ke PPK/Silabi

Penjelasan Menu-menu Kartu Kredit Pemerintah

Sebelum melakukan input data-data surat permohoan perubahan proporsi, persetujuan dan penerbitan
KKP, Satker harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pastikan pagu DIPA telah ditansfer ke dalam aplikasi SAS (khusus awal tahun anggaran)

2. Merekam Supplier Bendahara (01 Satker) pada menu supplier Referensi | level admin

3. Melakukan input data pejabat perbendaharaan khususnya KPA

4. Update Aplikasi SAS yang telah mendukung KKP
Jika 4 poin diatas telah terpenuhi, maka untuk pembuatan surat-surat KKP siap dilakukan.

A. Dispensasi Proporsi KKP ke Kanwil
Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data surat permohonan perubahan proporsi UP KKP
dari normal 60% tunai dan 40% Kartu Kredit ke Kanwil DJPb sesuai dengan kebutuhan Satker yang

bersangkutan.
Berlkut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini :
_ DISPENSASTI KARTU KREDIT PEMERINTAH ‘=
ez | 25
Soaer= | 212570 | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
Satker Momor Mo. Surat Tangagal Milai UP % Tunai %6 K. Kredit Mo. Surat Kanwil DJPb Tgl. Surat Status 2
| »{ 414370 000001 | KU.002/3/9/PPK-4/X1/2019 12-04-2019 500.000.000 87,45 12,55 | 5-145/WPB.12/BD.03/20] 02-05-2019 Setuju Kanwil|
e [T e Karwt et
== ==
Penjelasan jendela apllkaS|
Combo pilih | : | Pemilihan kode satker, dimungkinkan lebih dari satu satker jika dalam
Satker aplikasi SAS memiliki lebih dari satu DIPA
Tombol “Rekam” | : | Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” . | Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada
Tombol “Hapus” . | Untuk menghapus data perekaman, jika data telah input surat

persetujuan kanwil, yang dihapus adalah persetujuannya dahulu,
kemudian hapus data perekaman

Tombol “Kanwil” : | Untuk merekam surat persetujuan perubahan proporsi dari Kanwil DJPb
Tombol “Cetak” . | Untuk mencetak surat perubahan proporsi UP KKP ke dalam word
document yang siap ditandatangani

REKAM/UBAH DATA
Penjelasan perekaman data baru untuk surat permohoanan perubahan proporsi UP KKP adalah
sebagai berikut :
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Mo. Permohonan : | KU.002/3/9/PPK-4/%I1/2019 Tgl. Permohonan : | 28-06-2019
Mo. Pernyataan : | KU.002/3/11/PPK-4/X1/2018 Tgl. Pernyataan @ 28-05-2012
PEJABAT KPA : NIP. 196511111958031003 ~ Mama KPPN : | KPPN Jakarta IV
MOH. BAROKNA HAULAH, 5.5. Alamat KPPN : | 1. Ir. H. Juanda No. 19
Kota KPPN : | Jakarta Pusat
DATA PAGU DAN BATAS UP : PORSI UP KARTU KREDIT NORMAL :
MILAI PAGU @ 1.180.558.930.000 UP DISPENSASI : o
MILAI PAGU UP : 1.017.620.558.000 NILAI POTONGAN/TOTAL UP : 59.868.000 440.132.000
MAKS. UP : 500.000.000 MILAI UP TUNAI (35) :  60.00 264.079.200
SPM UP :| 00017 tanggal 21-01-2019 KARTU KREDIT (%) :  40.00 176.052.800
UP AWAL : 500.000.000 DISPENSASI KANWIL DIPb :
NO. SURAT :
PERUBAHAN UP KARTU KREDIT : TANGGAL :
UP TUNAI (%) :| 60,00 264.079.200 UP TUNAI (36) : 0,00 []
KARTU KREDIT (%) : 40,00 176.052.800 KARTU KREDIT (%) : 0,00 []
ALASAN PERUBAHAN :
Default Edit Tutup

No/Tgl. Permohonan

Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker (nomor dan tanggal
yang sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK

No/Tgl. Pernyataan

Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker (homor dan tanggal
yang sudah valid) ), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK

Pejabat KPA

Diisi dengan pejabat KPA yang sudah direkam pada referensi
pejabat

Kanwil DJPb

Diisi dengan Nama Kanwil (misal “Kanwil DItjen Perbendaharaan
Prov. DKI Jakarta”), alamat dan kota sebagai tujuan surat

Tombol Hitung UP

Digunakan untuk melakukan cek adat pagu, pagu UP, maksimal
UP yang bias diajukan,nilai UP/perubahan UP dan SPM UP (jika
ada) dan melakukan hitung proporsi UP KKP normal 60% dan
40%

SPM UP : DISPENSASI UP :

No.SPM Tg. SPM Niiai SPI pilh ™| | [Tg. Surat Tg.Surat  NiaiDispensasi  Pin %
00017 [21-01-201% 500.000.000]

v W

SETORAN UP/GUP NIHIL :

'GUP Nihil hanya

No. Dok To. Dok Nilai SPM/Setoran/Dok  Pilin UP oleh KPPN,

00417 11-04-2019 54.368.000[v]

83273GDHAGDHAT2Y 31-05-2019 500.000[]

¥|347533SHDNENCE2 01-06-2019 5.000.000 [
I Pilih Tutup

Jika jumlah SPM UP lebih dari satu, misal karena ada
penambahan besaran UP dan atau karena ada setoran UP
sebagai akibat dipotongnya UP oleh KPPN, maka akan muncul
pilihan seperti diatas.

Petugas input data KKP harus melakukan ceklist SPM UP, surat
dispensasi dan setoran UP (jika ada).

UP Awal Diisi dengan nilai UP yang diminta/diperlukan, jika sudah ada
(masa transisi), UP diminta harus sama dengan nilai SPM UP
awal.

Catatan:
UP awal diisi dengan UP pertama kali sesuai dengan ketentuan
dalam PMK-178/PMK.05/2018 (100jt, 200jt dan 500jt), jika tida
ada UP tersebut dan langsung mendapat UP dispensasi
melebihi UP sebagaiamana penjelasan diatas, maka nilai UP
awal/diminta diisi dengan 0 (nol)
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UP Tunai (%) Diisi dengan prosentase proporsi UP tunai sesuai dengan

kebutuhan/diperlukan, misal 70

Diisi dengan prosentase proporsi UP Kartu Kredit sesuai

dengan kebutuhan/diperlukan, misal 30

Diisi dengan 3 alasan utama mengapa permohonan perubahan

proporsi UP KKP diajukan ke Kanwil DJPb. Contoh alasan

sebagai berikut :

- Tidak ada mesin EDC pada penyedian Jasa

- Kegiatan yang cukup banyak yang masih memerlukan UP
Tunai

- Kebutuhan UP Tunai Biro/Pusat/Unit Kerja masih tinggi

Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib diceklist/

centang, karena akan dibaca sebagai data awal saat pembuatan

surat permohonan persetujuan ke KPPN

Kartu Kredit (%)

Alasan Dispensasi

Default

Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Simpan”, jika melakukan ubah data,
makan tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.

HAPUS DATA
Jika data sudah dilakukan perekaman surat persetujuan dari Kanwil DJPb, maka akan mengahapus
surat Persetujuan dari Kanwil DJPb terlebih dulu, kemudian hapus data secara permanen.

ISI SURAT KANWIL

Jika surat persetujuan perubahan proporsi UP KKP dari Kanwil DJPb sudah terbit, maka satker
harus melakukan input nomor dan tanggal surat persetujuan serta nilai dan prosentase proporsi UP
KKP tersebut.

PERUBAHAN UP KARTU KREDIT : DISPENSASI KANWIL DIPb :

NO. SURAT: 5-145/WPB.12/BD.03/2019
UP DIMINTA : 500.000.000
TANGGAL: 02-05-2019
UP TUNAI (%) : 87.45 437.250.000 UP TUNAI (36) : BO0,00 400.000.000
KARTU KREDIT (%) : 12,55 62.750.000 KARTU KREDIT (3) : 20,00 100.000.000

ALASAN DISPENSASI : Tidak ada mesin EDC pada penyedia jasa

UP telah disebarkan ke BPP Default Tutup

Masih diperlukan uang tunai untuk sehari-hari perkantoran

No/Tgl. Surat Diisi dengan nomor dan tanggal surat dari Kanwil DJPb (nomor
dan tanggal yang sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam
ADK

Diisi dengan prosentase proporsi
persetujuan Kanwil DJPb, misal 70
Diisi dengan prosentase proporsi UP Kartu Kredit sesuai dengan
persetujuan Kanwil DJPb, misal 30

Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib diceklist/
centang, karena akan dibaca sebagai data awal saat pembuatan

surat permohonan persetujuan ke KPPN

UP Tunai (%) UP tunai sesuai dengan

Kartu Kredit (%)

Default

Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Proses”.

CETAK SURAT

Tombol cetak digunakan untuk melakukan cetak surat permohonan dispensasi perubahan proporsi
UP KKP ke kanwil DJPb, hasilnya seperti dibawah ini:

Surat Permohonan :

Modul PPSPM

Page 4



GANTI KOP SURAT !

Silahkan Crop Header/Kop Surat dengan ukuran : 2002x184 px. Copy ke folder : AplikasiSASZOLS.
buat dengan namafile : kop_surat. prg

Momor CKU.002/3/9/PPK-4/X1/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Dispensasi Proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah

Yth. Kepala Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta
JIL Otto Iskandar Dinata Mo. 53-55
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Mo. PMK-196/MK.05/2018 tanggal 31
Desember 2018 tentang Kartu Kredit Pemerintah. bersama ini Kami mengajukan dispensasi perubahan porsi UP
Kartu Kredit Pemerintah sebagimana rincian dibawah ini :

Besaran UP Satker per Proporsi UP Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah
bulan/Perubahan besaran
Mo UP Satker melampaui Jenis Semula Menjadi
besaran UP Satker per o%, Milai UP o Milai UP
bulan
1 500.000.000 Tunai B0 300.000.000 87 437.250.000

Kartu Kredit 40 200.000.000 12 52.750.000
Pemerintah

Perubahan proporsi UP Kartu Kredit tersebut kami ajukan dengan alasan :
a. Tidak ada mesin EDC pada penyedia jasa.
b. UP telah disebarkan ke BPP.
<. Masih diperlukan uang tunai untuk sehari-hari perkantoran.

Surat Pernyataan :
|

GANTI KOP SURAT !

Balmtrton Croer S e Binv et Sy anbimars s NSO A o S o Morbobon & AU A AT O LS
et denmen memefile = S corcrt preagy

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : KU . 002/3/10/PPK-4/X1/2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Mama - MOH. BAROKMA HAULAH, S.S.

2_ Jabatan - Kuasa Pengguna Anggaran

3. SBatuan Kerja - BADAM NASIONAL PENCARLIAMNM DAMN PERTOLONGAN (BASARMAS)
4. Unit Organisai : Badan SAR Masional

5 Kementerian Megara’lLembaga I BADAM NASIOMNAL PENCARLAN DAM PERTOLOMNGAN (BASARMAS)

Dengan ini menyatakan dengan sesuangguhanya bahwa

1 Pada prinsipnya satuan kerja BADAMN MASIONAL PEMNCARIANM DAMN PERTOLOMGAM (BASARMAS)
mendukung implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Mo. PMK-136/PMK_05/2018

2 Akan tetapi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut -
a. Tidak ada mesin EDC pada penyedia jasa
b. UP telah disebarkan ke BPP.
c. Masih diperlukan uang tunai untuk sehari-hari perkantoran.
untuk itu Kami mengajukan dispensasi perubahan proporsifjumlah UP Kartu Kredit Pemerintah_

3 Mematuhi perubahan proporsi UP Karnu Kredit Pemerintah (KKP)} wang telah disetuhui Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan

Demikian permyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya

B. Permohonan Persetujuan ke KPPN

Sub menu ini digunakan untuk melakukan perekaman data permohoan persetujaun UP KKP dari

KPPN mitra kerja Satker yang bersangkutan.

Pada jendela aplikasi ini memiliki 3 kondisi perekaman, yaitu :

1. Jika satker mengajukan perubahan proporsi UP KKP, maka saat perekaman akan membaca
surat dispensasi perubahan dari Kanwil DJPb

2. Tidak ada perubahan/normal mengikuti proporsi sesuai PMK-196/PMK.05/2018 yaitu 60% tunai
dan 40% Kartu Kredit

3. Pengecualian terhadap nilai pagu UP yang dibawah 2,4 milyar atau UP maksimal 100 juta,
dapat mengajukan perubahan proporsi UP KKP tanpa mengajukan permohonan dispensasi
perubahan proporsi ke Kanwil DJPb, tetapi harus membuat surat pernyataan yang memuat
alasan perubahan proporsi tersebut.

Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini :
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A
|Satker Momor  MNo. Surat Tanggal Milai UP % Tunai % K. Kredit Mo. Surat KPPN Tgl. Surat Status
¥ 414370 | 000006 |KU.002/3/9/PPK-4/X1/2019 | 02-05-2019 500.000.000 8745 12,55 -- Kirim KPPN
v
Rekam Ubah Hapus KPPN Cetak Keluar

Penjelasan jendela aplikasi :

Combo pilih | : | Pemilihan kode satker, dimungkinkan lebih dari satu satker jika dalam
Satker aplikasi SAS memiliki lebih dari satu DIPA

Tombol “Rekam” | : | Untuk memulai perekaman baru

Tombol “Ubah” . | Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada

Tombol “Hapus” ;| Untuk menghapus data perekaman, jika data telah input surat

persetujuan kanwil, yang dihapus adalah persetujuannya dahulu,
kemudian hapus data perekaman

Tombol “KPPN” ;| Untuk merekam surat persetujuan dari KPPN

Tombol “Cetak” ;| Untuk mencetak surat perubahan proporsi UP KKP ke dalam word
document yang siap ditandatangani

REKAM/UBAH DATA

Penjelasan perekaman data baru untuk surat persetujuan dari KPPN UP KKP adalah sebagai
berikut :

KU.002/3/9/PPK-4/X1/2019
KU.002/3/11/PPK-4/X1/2019

MIP. 196911111998031003 KPPN Jakarta IV

MOH. BAROKNA HAULAH, 5.5 1 Ir. H. Jluanda No. 19

Hitung UP Jakarta Pusat

00017 tanggal 21-01-2019
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No/Tgl. Permohonan : | Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker (nomor dan tanggal
yang sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK

No/Tgl. Pernyataan UP . | Diisi dengan nomor dan tanggal surat pernyataan Satker (nomor
dan tanggal yang sudah valid) ), akan divalidasi dan dibawa
dalam ADK

Pejabat KPA : | Diisi dengan pejabat KPA yang sudah direkam pada referensi
pejabat

Nama KPPN : | Diisi dengan Nama KPPN (misal “KPPN Jakarta IV”), alamat dan
kota sebagai tujuan surat

Tombol Hitung UP : | Digunakan untuk melakukan cek adat pagu, pagu UP, maksimal

UP yang bias diajukan,nilai UP/perubahan UP dan SPM UP (jika
ada) dan melakukan hitung proporsi UP KKP normal 60% dan
40%

SPM UP : DISPENSASI UP :

Mo.SPM  Tg. SPM Nilai SPM Piin ™ [To. Surat Tg.Surat  NiaiDispensasi  Pih ™

00017 21-01-201% 500.000.000[]

v v

SETORAN UP/GUP NIHIL :
[Pilihan Sataran UP/GUP Nihil hanya

hio. Dok Tg. Dok Nilai SPM/Setoran/Dok  Filh ™ i S Paioears B I
00417 11-04-2019 54.368.000[v]
33273GDHAGDHAT2T 31052019, 500.000[7
¥|2347538)SHDMCNCE2 01-08-2019. 5.000.000 4

karens satkertidsk melskukan revolving UP
sesuai ketentuan [sebelum pelaksanaan KKF]]

Pilih Tutu
o P

Jika jumlah SPM UP lebih dari satu, misal karena ada
penambahan besaran UP dan atau karena ada setoran UP
sebagai akibat dipotongnya UP oleh KPPN, maka akan muncul
pilihan seperti diatas.

Petugas input data KKP harus melakukan ceklist SPM UP, surat
dispensasi dan setoran UP (jika ada).

UP Awal . | Diisi dengan nilai UP yang diminta/diperlukan, jika sudah ada
(masa transisi), UP diminta harus sama dengan nilai SPM UP
awal (jika ada surat perubahan proporsi dari Kanwil DJPb, isian
akan disable)

Catatan:

UP awal diisi dengan UP pertama kali sesuai dengan ketentuan
dalam PMK-178/PMK.05/2018 (100jt, 200jt dan 500jt), jika tida
ada UP tersebut dan langsung mendapat UP dispensasi melebihi
UP sebagaiamana penjelasan diatas, maka nilai UP awal/diminta
diisi dengan 0 (nol)

UP Tunai (%) : | Diisi dengan prosentase proporsi UP tunai sesuai dengan

kebutuhan/diperlukan, misal 70 (jika ada surat perubahan

proporsi dari Kanwil DJPb, isian akan disable)

Kartu Kredit (%) : | Diisi dengan prosentase proporsi UP Kartu Kredit sesuai dengan

kebutuhan/diperlukan, misal 30 (jika ada surat perubahan

proporsi dari Kanwil DJPb, isian akan disable)

Alasan Dispensasi : | Khusus pengecualian, diisi dengan 3 alasan utama mengapa

permohonan perubahan proporsi UP KKP diajukan ke KPPN.

Contoh alasan sebagai berikut :

- Tidak ada mesin EDC pada penyedian Jasa

- Kegiatan yang cukup banyak yang masih memerlukan UP
Tunai

- Nilai UP yang kecil
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Default

Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib diceklist/
centang, karena akan dibaca sebagai data saat pengajuan
SPP/SPM dan pembukuan oleh BP/BPP pada aplikasi SILABI

Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Simpan”, jika melakukan ubah data,
makan tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.

HAPUS DATA

Jika data sudah dilakukan perekaman surat persetujuan dari KPPN, maka akan mengahapus surat
Persetujuan dari KPPN terlebih dulu, kemudian hapus data secara permanen.

IS| SURAT KPPN

Jika surat persetujuan dari KPPN sudah terbit, maka satker harus melakukan input nomor dan
tanggal surat persetujuan serta nilai dan prosentase proporsi UP KKP tersebut.

PERUBAHAN UP KARTU KREDIT : PERSETUJUAN KPPN :
NO. SURAT :  5-2145/WPB.12/KP.04/2019
UP DIMINTA : 70.000.000
TANGGAL: 15-02-2019
UP TUNAI (%) : 100,00 70.000.000 UP TUNAI (%) : 100,00 70.000.000
KARTU KREDIT (%): 0,00 0 KARTU KREDIT (%): 0,00 0
ALASAN PERUBAHAN : | masih diperlukan uang tunai untuk kegiatan sehari-hari perkatoran

Penyedia jasa menyediaakan EDC namun terkendala koneksi internet Proses Tutup

Masih diperlukan uang tunai

No/Tgl. Surat

Diisi dengan nomor dan tanggal surat dari Kanwil DJPb (nomor
dan tanggal yang sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam
ADK

Default

Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib diceklist/
centang, karena akan dibaca sebagai data awal saat pembuatan
surat permohonan persetujuan ke KPPN

Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Proses”.

CETAK SURAT

Tombol cetak

digunakan untuk melakukan cetak surat persetujuan UP KKP ke KPPN, hasilnya

seperti dibawah ini:

Surat Permohonan :

GANTI KOP SURAT |

SHankan Crop Header/Kop Surat dengan ukuran | ZOOZXIES px. Copy ke folder | AplikesiSASZOLE.
i el i st s

Momaor KU 002/3/2/PPK-4/X1/2019

Lampiran 1 (satu) berkas

Perihal

Wth. Kepala KPPMN Jakarta 'V
Jlodr. Ho Juanda No. 19
Jakarta Pusat

Desember 2018 tentang Kartu Kredit Pemerintah, bersama ini Kami mengajukan permohonan persetujuan UP
Kartu Kredit Permnerintah sebagimana rincian dibawah ini -

: Permohonan Persetujuan UP Kartu Kredit Pemerintah

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan MNo. PMK-196/MK 05/2018 tanggal 31

Froporsi UF Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah
MNo. MNilai UP/Perubahan UP Jenis UP Semula Menjadi
%% Milai UP £ Milai UP
1 F0. 000 000 Tunai &0 42 000 000 100 F0_ 000 000
Kartu Kredit 40 28 000 000 o (o]

Perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah tersebut kami ajukan dengan alasan
a. masih diperukan uang tunai untuk kegiatan sehari-hari perkatoran
b. Penyedia jasa menyediaakan EDC namun terkendala koneksi intermet
c. Masih diperlukan uang tunai.
Selanjutnya. sebagai bahan pertimbangan Kami lampirkan Pemyataan Uang Persediaan KPA sebagaimana
lampiran surat ini. Dan Kami mohon agar kiranya Softcopy Surat Persetujuan dimaksud dapat dikiimkan
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Surat Pernyataan UP:

Okwh-

SURAT PERNYATAAN UANG PER SEDLAANM
NOMOR - KU 002/3/1 /PP K-4/2X1/2019

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP). yvang bertandatangan dibawah ini -

Mama Ahmad, SE
Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja MADRASAH TSAMNAWIY.AH MNEGERI 42 JAKARTA
Unit Organisai Ditjen Pendidikan Islam

Kementerian MNegara’Lembaga D KEMEMNTERIAN AGANMA

Besaran UP Satker yang diajukan untuk Tahun Anggaran 20192 adalah sebagai berikut -

Mo Uraian Jumilah (Rp)
1 Pagu DIPA 4.249 806000
= Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UF dalam 1 (satu) T86.820.000
tahun

3 Pagu Jenis Belanja vang dapat dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1 472 092 000
(satu) tahun

Y Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP  Kartu Kredit 314 728 000
Pemerintah dalam 1 (satu} tahun

5 Besaran UP Satker per bulan 70.000 000

& Perubahan Besaran UP melampaui Besaran UP Satker per bulan &)

rs Besarm UP Tunai atau Perubahan Besaran UP tunai (1002 ) Perubahan FO. 000 000
Proporsi UP Tunai

E) Besarmn UP Karu Kredit Pemerintah atau Perubahan Besaran P Kartu o
Kredit Pemerintah (0%%)Perubahan Froporsi UP Kartu Kredit Pemerintah

Surat Pernyataan (Khusus pengecualian) :

SURAT PERNYATAAN
MNOMOR - KU 002/3/M1 0/PPRE-4/X1I/2019

wang bertandatangan dibawah ini -

1
2
3
4
=2
D

1

. Mama : Ahmad, SE
Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja MADRASAH TSAMAWITAH NMEGERI 42 JAKARTA
Unit Organisai Ditjen Pendidikan Islam

. Kementerian Megara/Lembaga : KEMENTERIAM AGANMA

engan ini menyatakan dengan sesuangguhanya bahwa -

Pada prinsipnya satuan kerjia MADRASAH TSAMNAWIVAH NEGERI 42 JAKARTA mendukung
implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menten
Keuangan No. PMK-196/P MK _05/2018

Akan tetapi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

a. masih diperukan uang tunai untuk kegiatan sehari-hari perkatoran

b. Penyediajasa menyediaakan EDC namun terkendala koneksi internet.

c. Masih diperlukan uang tunai

untuk itu Kami mengajukan dispensasi perubahan proporsifjumlah UP Kartu Kredit Pemerintah

fMematuhi perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang telah disetuhui Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

C. Permohonan Penerbitan ke Bank
Jika surat persetujuan dari KPPN telah terbit, maka langkah selanjutnya adalah satuan kerja
mengajukan surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (Corporate Card) ke Bank mitra

kerja.

Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini :

Tahun ; 2019

Satker : 414370

[Satker Momor

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAMN PERTOLONGAN (BASARMNAS)

Mo. Surat Tanggal UP KKP Limit KKP Mo. Surat Bank Tgl. 5. Bank Status Aldif

» 414370 000001

Rekam

KU.002/3/9/PPK-4/%1/2019 01-05-2019 100,000, 000 100,000,000 | B-098/KKP-MANDIRI/2019 02-05-2019 |Setuju Bank

Ubah Hapus BANK KKP Cetak

Keluar

Combo
Satker

pilih | : | Pemilihan kode satker, dimungkinkan lebih dari satu satker jika dalam

aplikasi SAS memiliki lebih dari satu DIPA

Tombol “Rekam” . | Untuk memulai perekaman baru

Tombol “Ubah” . | Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada

Tombol “Hapus” . | Untuk menghapus data perekaman, jika data telah input surat
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persetujuan Bank, yang dihapus adalah persetujuannya dahulu,
kemudian hapus data perekaman

Tombol “BANK” . | Untuk merekam surat persetujuan dari Bank

Tombol “KKP” : | Digunakan untuk melakaukan perekaman Nomor dan Nama KKP yang
sudah diterbitkan oleh pihak Bank

Tombol “Cetak” . | Untuk mencetak surat permohonan penerbitan KKP dalam word

document yang siap ditandatangani

REKAM/UBAH DATA
Penjelasan perekaman data baru untuk surat permohonan penerbitan KKP adalah sebagai berikut :

(L) PERMOHONAN PENERBITAN KKP KE BANK E
No. Permohonan :  |KU.002/3/9/PPK-4/X1/2019 Tgl. Permohonan ¢ | 17-09-2019
Mo. Perjanjian KKP : | KU.002/3/10/PPK-4/XI/2019 Tel. Perjanjian KKP: 17-09-201%
Uarian Perjanjian:  Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah PEIABAT KPA = | NIP. 196302161390031001 T
Nama Bank : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.5c
Kota Bank : Bogor DATA PAGU DAN BATAS UP : Cek UP KKP
PENERIMA/ADMINISTRATOR KKP : B0.000.000  NILAI PAGU/PAGU UP : 37.471.515.000 3.631.015.000

No MNama Tglahir  Jabatan InsKKP Aktif Limit “ UP AWAL/DISPENSASI: o o
M 1 [JoniHeryanto 12-12-1977 |Kepala TU 1 1 £0.000.000 NILAI UP TOTAL : 200.000.000
2 |Sitvia Heryani 31-03-1990 |Bendahara Pengel 3 i !
PROPORSI UP KKP :
UP TUNAI/KKP (%) : 60,00 120.000.000 [ 40,00 80.000.000
NAMA : MIK :
TG.LAHIR : =7 MIP 2:
JABATAN : MIP :
UT.KERJIA: Bagian Umum TEL/FAX :
JENIS KKP : Administrator KKP EMAIL :
| LIMIT KKP : 0 AKTIF: Aktif
NO. BANK: 501 KD.GOL :
TANGGAL: | 17-09-2019 Rekam Ubah Default [/] Simpan Hapus
Tutup

No/Tgl. Permohonan : | Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker (nomor dan tanggal
yang sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK

No/Tgl. Perjanjian KKP : | Diisi dengan nomor dan tanggal surat perjanjian KKP antara pihak
Satker dan Bank sebelum mengajukan permohonan
persetujuan/dispensasi perubahan proporsi KKP

Pejabat KPA : | Diisi dengan pejabat KPA yang sudah direkam pada referensi
pejabat

Uraian Perjanjian : | Diisi dengan uraian perjajian KKP antara pihak satker dan bank
mitra kerja satker (bank dengan rekening BP/BPP dibuka)

Nama bank : | Diisi dengan nama bank mitra satker dimana rekening BP/BPP
dibuka

Kota Bank : | Diisi dengan kota bank (kota tujuan surat)

Tombol Cek UP KKP : | Digunakan untuk melakukan cek data pagu, pagu UP, maksimal
UP yang bias diajukan,nilai UP/perubahan UP dan SPM UP (jika
ada) dan melakukan hitung proporsi UP KKP yang telah di setujui
KPPN

Tombol Rekam . | Untuk mengaktifkan isian data merekam penerima KKP dan
administrator KKP

Tombol Ubah . | Untuk mengaktifkan isian data merubah penerima KKP dan
administrator KKP

Tombol Simpan/Edit : | Untuk simpan/ubah isian data penerima KKP dan administrator
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KKP ke tabel database
Tombol Hapus Untuk hapus data penerima KKP dan administrator KKP yang
ada pada table sementara/memory
Nama Diisi dengan nama pemegang KKP atau administrator KKP
Tgl Lahir Diisi dengan tanggal lahir pemegang KKP atau administrator KKP
Jabatan Diisi dengan jabatan pemegang KKP atau administrator KKP
Jenis KKP Diisi dengan jenis KKP :
1. KKP Belanja Operasional
2. KKP Perjalan Dinas
3. Administrator KKP
Limit KKP Diisi dengan batasan/limit KKP pengguna yang diajukan ke Bank
Kode GOL Diisi dengan kode golongan pegawai
NIK Diisi dengan NIK pemegang KKP atau administrator KKP bersifat
UNIQ dan divalidasi tidak boleh digunakan untuk jenis kartu yang
sama
NIP Diisi dengan NIP pemegang KKP atau administrator KKP, jika
bukan pegawai diisi dengan NIK
NIP2 Opsional diisi dengan NIP/NR dengan tambahan pangkat/jabatan
pemegang KKP atau administrator KKP
Telp/Fax Diisi dengan nomor telepon/HP pemegang KKP atau
administrator KKP
Email Diisi dengan email aktif pemegang KKP atau administrator KKP
Aktif Diisi dengan status penerima/pemegang KKP :
1. Aktif
2. Non Akitif
Default Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib diceklist/
centang, karena akan dibaca sebagai data awal saat pembuatan
surat permohonan persetujuan ke KPPN

Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Simpan”, jika melakukan ubah data,
makan tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.

HAPUS DATA

Jika data sudah dilakukan perekaman surat persetujuan dari Bank maka akan mengahapus surat
persetujuan dari bank terlebih dulu, kemudian hapus data secara permanen.

ISI| SURAT BANK

Jika surat persetujuan dari bank sudah terbit, maka satker harus melakukan input nomor dan
tanggal surat persetujuan dari Bank tersebut.
Pengisian nomor surat bank yaitu dengan melakukan klik tombol “BANK”, sehingga muncul seperti

dibawah ini :
IO MR JEMNE RRF ICLfFAA ©
NO. BANKfTGL. : | B/E7/BRI-KKP/CC/2019 LIMIT KKP : 0 EMAIL
TANGGAL:  02-05-201% AKTIF @ KODE AKTIF Defautt

Tutup

Nomor/Tanggal Bank Diisi dengan nomor dan tanggal surat dari bank penerbit KKP,
isian nomor dan tanggal harus valid karena data tersebut akan
dijadikan dasar oleh SILABI untuk pembukuan di BP/BPP

Default : | Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib diceklist/
centang, karena akan dibaca sebagai data pembukuan oleh
BP/BPP pada aplikasi SILABI

Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Proses”.
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REKAM DATA KKP

Untuk merekam data Kartu Kredit yang telah disetujui oleh bank, maka klik tombol “KKP”, sehingga
muncul jendela apliaksi seperti dibawah ini :

PERMOHONAN PENERBITAN KKP KE BANK 5
MNo. Permohonan : KU.002/3/9/PPK-4/X1/2019 Tel. Permohonan :  17-02-2012
No. Perjanjian KKP :  KU.002/3/10/PPK-4/X1/2018 80.000.000 Tgl. Perjanjian KKP: 17-02-2012
PENERIMA/ADMINISTRATOR KKP : 80.000.000  PENERBITAN KKP OLEH BANK :
No  Nama Tglahir  MNo. KKP Jns AKif Limt ke | MNAMA: Joni Heryanto
» 1 [JoniHeryanto 12-12-1977 [1rttnnz o |1 20.000.000] 0 TG.LAHIR : 12-12-1977
JABATAN : Kepala TU
JEMIS KKP : 1 KKP Belanja Operasional
LINMIT KKP : 80.000.000
NIK : 1200000938387838
NO. BANK : B-01
TANGGAL : 17-09-2019
MOMOR KEP @ 1111111111111112
NAMA DI KKP: | Joni Heryanto
KADALUARSA: (2 2024
T6.JTTEMPO:  20-01-2012 AKTIE: 1 Aktif
I Ubah Simpan Hapus
Cari.. Silabi Tutup

Tombol “Rekam”

Untuk memulai perekaman nomor kartu kredit pemerintah yang telah
mendapat persetujuan/penerbitan dari bank mitra

Tombol “Simpan’

Untuk menyimpan hasil input sesuai isian diatasnya

Tombol “Hapus”

Untuk menghapus data perekaman nomor kartu kredit yang sudah
direkam

Tombol Silabi
(baru)

Untuk melakukan penyesuaian perekaman data KKP pada menu
Referensi KKP yang digunakan oleh aplikasi Silabi

Untuk melakukan input data KKP, klik disalah satu record/data pada grid daftar penerima KKP,
kemudian klik tombol “Rekam” dan lengkapi isian data sebagi berikut :

NO. BAMNEK : B-943/Mandiri-KKP/ 2019

TANGGAL = 16-05-2019

NOMOR KKP : 111113131331111333

MNANMA DI KKP : M Zahriah

KADALUARSA : 02 2022

TG. ITTEMPO : 20-01-2019 AKTIF : 1 |~ || AkLf

Batal

Nomor KKP Digunakan untuk melakukan input nomor yang tertera pada Kartu Kredit
Pemerintah yang telah diterbitkan oleh bank

Nama di KKP Digunakan untuk melakukan input nama yang tertera pada Kartu Kredit
Pemerintah yang telah diterbitkan oleh bank

Kadaluarsa Diisi dengan kode bulan (2 digit) dan tahun (4 digit) kadaluarsa KKP
yang diterima

Tg.Jt.Tempo Diisi dengan tanggal jatuh tempo setiap bulan, yang akan ditampilkan
pada laporan adalah tanggalnya saja, sedangkan kode bulan dan tahun
tidak ditampilkan
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| Aktif | . | Diisi dengan pilihan 1= Aktif dan 2=Non Aktif
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Simpan”, jika melakukan ubah data,

makan tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.

PERUBAHAN LIMIT KKP

Untuk merekam perubahan limit data Kartu Kredit yang telah disetujui oleh bank, maka klik tombol
“LIMIT”, sehingga muncul jendela apliaksi seperti dibawah ini :

|Satker

MNomor Ins Mo Surat

Tanggal Limit Awal Limit Ubah

No. Surat Bank

Tgl. 5. Bank Status

A
Abtif

M 400204

000001 |1 |0L/KW/PPK/03/2019

17-09-2019 £0.000.000

80.000.000 | 01

17-09-2019

Setuju Bank

]

Rekam

Ubah

BANK

Cetak

Keluar

Tombol
(baru)

Silabi

Untuk melakukan penyesuaian perekaman data KKP pada menu
Referensi KKP yang digunakan oleh aplikasi Silabi

Untuk memulai perekaman perubahan limit KKP, klik tombol “Rekam”, sehingga mncul input data
seperti dibawah ini :

Mo Nama No. KKP Jns Limit Aweal Limit Ubah ™
1_[Muh_igbal 1111111111111113_[1 150,000,000] 200,000,000
2 [Adistya Sahda |2 100,000,000] 300,000,000
3 |Boni Sandra 888 1|2 50,000,000] 400,000,000
4 [Joni Heryanto 512829999999999 |2 20,000,000] 200,000,000
KU.002/40/9/PPK-4/X1/2018
19/ Ll s 5 [Rahmadi setyawa 11111111116 |2 50,000,000 0
27-05-2019
" 2
01-06-2019 15-06-2019
NIP. 196911111988031003 I
MOH. BAROKMA HAULAH, 5.5.
NIP. 198512312006121001 I
Agustinus Tri S.
Rekam
o
Cari..
Tutup
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No. Surat Diisi dengan nomor surat pengajuan ke Bank
Tg. Surat Diisi dengan tanggal surat pengajuan
Cara Ubah Diisi dengan pilihan permohonan perubahan limit KKP ke bank dengan
cara :
1. Surat
2. Telepon
3. Email
4. lainnya
Jenis Ubah Diisi dengan jenis ubah :
1. Permanen
2. Sementara
Periode Diisi khusus jika perubahan sementara
Pejabat KPA Diisi dengan nama dan NIP KPA
Admin KKP Diisi dengan nama dan NIP admin KKP
default Untuk mendefault/standar yang digunakan saat perhitungan nilai limit
dan akan melakukan update ke table KKP induknya

Selanjutnya klik tombol “Rekam”, kemudian lanjutkan melakukan ubah nilai limit per masing-masing

orang pada grid s

ebelah kanan kolom “Limit Ubah”.

Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Simpan”, jika melakukan ubah data,

makan tombol “Si

CETAK SURAT

mpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.

Tombol cetak digunakan untuk melakukan cetak surat persetujuan UP KKP ke KPPN, hasilnya
seperti dibawah ini:

Surat Permohon

an Penerbitan KKP :

CEARITE MO P S RAT

mm T o St e T S S O e e ot e FAhm 8 Rt S

Moo
Sifat
Lsrmpirsn
Pernhal

Wih, Hepails Cabang BAMNMK BRI HKC JATI ABRL

i Jakarts

tertang Tots

e pads BA R

Pearsedoan dengan total batasan belnE [Ilrnrt) Kartu Medit Pemerntsh yang dejukan sebesar FRp.
17 . 108 000 (tujuhbeiss juts Serstus delspen AbU rpis

Adapun s
(681 134}, KEMEMNTE RLAM AGAKA sehesar Fp 4 249 8506 000 (ermost milysr dus mtus erpst puluh sembilsn
juts dempan mius enam Gbu upEh) dan Besamn Uoang Persedisan sebesar Rp 17.108.000.- iU e juto

- Ioomoolir=e

B

. folokopiartu Tanda Penduduk yandg masin benska;
. folokoplMNMPWWE:

2. foilokopisurstpersetujusn besaran UP dan KPPR; dan

£ folokopiSurstkeputusan penunjucsn FussSs Pengguns Songgsesn (FOPag .

B B - TR e o S =T L -] 02 Mei 2019
i Seger=

: 1 [sstu) berkcas

: Permohonan Penerbitan Fartu Fredit Pemenntsh

Sehubuna s nosn_pelabsansan. smiran. Mentet. eusngsn,
e Pttt sl Frtiay ratacs Eiimien BCretle. § st airaty. sty i Wimewsl  Toomiemcyes. HCoin
P A S . TS A B AT o A TS ol 42 o Pt P T, 5511 S} Lo A M TE LA Nl A5 o0 Ton. e S s bt i s o ey

BRI KC AT ABRU untuk dapst mensrbitican ety Kredit Pemenntah dsilsmrsnglkes psnggunssn

gu DIFA TA 2019 Satuan Heos MADRASSH TSAMASWTEAH MNEGSER 42 LSS RTA

lilca=i Hartu Hredit Pemenntah;

Surat Referensi :
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dakcmrta, O Mei 2012

wEh -
Kepala Cabang BANMK BRI KC AT ABRL
Hal - Fengojesn Koarte Kredit Farmasintaih
Tilsrujsc Peranian iers Sama smars SANC SRS JAT] ASEU Sengan MADRASAH TSANSNATAS NESER
A T, remang Ferjangisn rer=s=m= e e romm roreon Femenman
i i T A E I T oD 1 . Tl T B B 15, darayae o ey i e ol
Prererbita Fariis Fonedit Farmerintai ik s eeria = e etk ©
Mo Mama T svhar Jabstan Jemis o=t E'-"a?LI""_‘E'f'a"Ja
1 | Lt Hac 1S O 1566 | Hetua Pengawas s T —— T X
Danos
= | ~nare Suns Zi-izZ-19es | Fengawas OO Penslanan e
Danas
T | Desi Fanca Novassan | 15 101585 | Kepai= TU e s e ——— )
Dramas
R [ e —— = IS 101564 | Kepoil=s Sokolah O Pt 5_ D00 D0
inas
Adapen pojaboll pegewa temebol distas ko e v Fmnu ForedE Femernmon
oo T seper,uhny., R A T L S o kT eas
mEsyaran belanis barang stas beban AEBR
E.ela.njl.m!ya terwaskc sagala ol oo Erkai Sengan perggerosasn Korms Wredn Famorimah entuk Sameae keris
RSO PSS TSARAVM TS MNECERI 42 Ao 1A, maka SAdminestrator Karte Hredt Femesntah yang ko
Tusrguslc sl
Mama : St Sumeda
Jsibaton : Pelaksona
Tl po : DETBASTED
Erman : S ehvi s e gl oo
Avchrryins trator Kb Kredit Pamernintaih tes Somrken hotkums = cleh Kuss s Sorgguns Snggomn (KA wu
e e T e e T T o T THTe & Fmetts FDracirs re P

D emikian kami sampaikan, ams perhatian dan kerjassmany o discapksn terinma kasih

Jika penerima KKP lebih dari 4 orang, maka daftar penerima dan administrator KKP pada surat
referensi akan dibuat terpisah/terlampir.

Berita Acara Serah Terima KKP :

SAMNMTI KOP SURAT I

e Gk D OOEr LSS e, Copy e folder o CIARTTIKasiSAS2OLDY
ey

BERITA ACARA SERAH TERIMA
FARTU KREDIT FPEMERIMNTAH
Hoooor

Eada bad ini. Selass tapaasl 14 Mei tahun 2015 begempat di Jakarts Busat Kaomi ysna betands.tangan dibswah
i

1. Mams, D MOH. BARDKMA HAULAH, S.5.
MNIP/NRP :1969111119928031003
Mmm : Pambina Tk I Wik

D HILAASA PEMNGGUMNMA ANGGARSMN

@3@5& hal ni bedindak sslakuy HKPA Satker BADAN MNASIOMNMAL PENCARIANM DAN PERTOLOMGAMN
(BASARMNAS) untuk sslanjuinys dissbutsebagal PIHAK PERTARA

.. taops. . SE

MNIP/NRP :195410101985021001
Mmm : Eanstas lllic
c¥as PAall
m@wmmmm Hredit Peoebntah woink seloniniovas disshul ssheaaei PiHARK

Telah melakukan ssmbh isdma bamng bemeas Hady Hedil Esmsdaniah dsogasn bsieoluvan sshagaimans,
dissbutkan dalam nasskoassldl bawahini:

Easal
PlHAK PERTAMA men smbkan dan PlHAK KEDWA menenms hak sisas Baranag beoups..
Mo. | Mamms Barang Mams Pamegang KKP Moonor KKP Juonish.
1 Hartu Kredit Pemenntsh, (FKKP)y Sbwi, SE IEEEREREREEEELER! a

Eerts Acamm Semh Tedms, ™1 dibuat ssbagsi bukti ysng ssh.dsbm mnaksn 2 (dus) beometsrsi dan msmRunysi
kelkuatan hulkum

wang sama.bag] PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUUA PIHAK PERTAMA

D. Permohoan TUP KKP/Non KKP ke KPPN
Sub menu ini digunakan untuk input data-data rincian permohonan TUP KKP untuk membiayai
kegiatan Satker yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dibayarakan secara LS. TUP KKP ini
sifatnya akan menambah/meningkatkan batas/limit belanja Kartu Kredit yang dimiliknya.

Jika Kartu Kredit yang dimiliki oleh satker tersebut lebih dari satu, maka pembebanan kenaikan
batas/limit perkartu dapat disesuaikan kebutuhan masing-masing satker, untuk kenaikan batas/limit
tersebut satker dapat berkoordinasi secara langsung dengan bank mitra kerjanya.

Pagu jenis belanja yang dapat dimintakan oleh satker untuk kegiatan yang dibiayai menggunkan
TUP KKP adalah untuk belanja barang dan belanja modal serta yang bersumber dana dari rupiah
murni saja, sedangkan untuk TUP Non KKP/Tunai (sumber dana RM atau PNBP) tidak terbatas
jenis belanja kecuali jenis belanja pegawai.
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Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah ini :

Tahun : 2019 ||
Satker @ 414370 BADAMN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN [BASARNAS)
Satker MNomor Mo, Surat Tanggal UP KKP TUP KKP Rincian Mo. Surat KPPMN Tal. Surat Status
M 414370 | DDODO7 il KU.002/3/9/PPK-4/X1/2019 | 03-05-2019 75.000.000 500.000.000 SD‘D.DDD.DDD__ == | Kirim KPPN
Rekam Ubah Hapus RINCIAN KPFN Cetak Keluar
Combo pilih Satker : | Pemilihan kode satker, dimungkinkan lebih dari satu satker jika
dalam aplikasi SAS memiliki lebih dari satu DIPA
Tombol “Rekam” . | Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” . | Untuk melakukan perubahan data yang sudah ada
Tombol “Hapus” . | Untuk menghapus data perekaman, jika data telah input surat
persetujuan KPPN, yang dihapus adalah persetujuannya dahulu,
kemudian hapus data perekaman
Tombol “RINCIAN” : | Untuk merekam rincian dan pembebanan pagu kegiatan menurut
kegiatan, output, sub output, komponen, sub kompnen, akun dan
detil rincian
Tombol “KPPN” . | Untuk merekam persetujuan TUP KKP yang diterbitkan oleh KPPN
Tombol “Cetak” : | Untuk mencetak surat permohonan TUP KKP dalam word document
yang siap ditandatangani

REKAM/UBAH DATA
Penjelasan perekaman data baru untuk surat permohonan penerbitan KKP adalah sebagai berikut :
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Mo. Permohonan ;| [KU.002/3/8/PPK-4/X1/2019

Mo. Pernyataan : KU .002/3/11/PPK-4/X1/2019

Tgl. Permohonan :

Tgl. Pernyataan :

03-05-2019

03-05-2019

PEJABAT KPA : NIP. 196911111938031003 [

MOH. BAROKNA HAULAH, 5.5,

Nama KPPN : KPPN lakarta IV
Alamat KPPM : | /1 Ir. H Juanda No. 18

Kota KPPM :  lakarta Pusat

DATA PAGU DAN BATAS UP :

PORSI UP KARTU KREDIT NORMAL :

NILAI PAGU : 1.180.558.930.000 UP DISPENSASI : 0
NILAI PAGU UP : 1.017.620.558.000 NILAI UP TOTAL : 500.000.000
MAKS. UP : 500.000.000 MILAI UP TUNAI (%6) : 60,00 300.000.000
SPM UP :| 00017 tanggal 21-01-2019 KARTU KREDIT (%) : 40,00 200.000.000

MILAI TUP KKP :

PERSETUJUAM UP KKP KPPN :

NO.SURAT : 5-2145/WPB.12/KP.04/2019

DIMINTA : 500.000.000
TANGGAL: 02-05-201%
UP TUNAI (%) : 85,00 425.000.000
TANGGAL KEG: 15-05-201% 20-05-2019
KARTU KREDIT (%) : 15.00 75.000.000
URAIAN KEG : Sosialisasi mitigasi Bencana untuk Petugas SAR Tahun 2019 Default
Edit Tutup

No/Tgl. Permohonan

Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker (nomor dan tanggal
yang sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK

No/Tgl. Pernyataan

Diisi dengan nomor dan tanggal surat pernyataan yang
ditandatangi oleh KPA

Pejabat KPA

Diisi dengan pejabat KPA yang sudah direkam pada referensi
pejabat

Nama KPPN

Diisi dengan nama KPPN, misal “KPPN Jakarta IV”, alamat dan
kota KPPN

Tombol Cek UP KKP

Digunakan untuk melakukan cek data pagu, pagu UP, maksimal
UP yang bias diajukan,nilai UP/perubahan UP dan SPM UP (jika
ada) dan melakukan hitung proporsi UP KKP yang telah di setujui
KPPN

DIMINTA Diisi dengan total nilai TUP KKP yang diminta/akan diajukan ke
KPPN

Tanggal Keg. Diisi dengan tanggal periode kegiatan yang akan dilaksanakan
dan dibiaya dengan TUP KKP

Uraian Keg. Diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan
kerja pada sesuai isian periode tanggal

Default Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib diceklist/

centang, karena akan dibaca sebagai data saat pembuatan
SPP/SPM PTUP-KKP

Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Simpan”, jika melakukan ubah data,
makan tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.

HAPUS DATA

Jika data sudah dilakukan perekaman surat persetujuan TUP KKP dari KPPN maka akan
mengahapus surat persetujuan dari KPPN terlebih dulu, kemudian hapus data secara permanen.

INPUT RINCIAN

Surat permohonan TUP KKP dapat dicetak apabila satker telah melakukan input data rincian detail
TUP KKP, dan nilai total rincian sudah sama dengan total TUP KKP yang diinput diawal perekaman
surat. Untuk perekaman data rincian, klik tombol “RINCIAN”, sehingga muncul jendela apliaksi

seperti dibawah ini:
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MNo. Permohonan :

KU.002/3/9/PPK-4/X1/2019

Tgl. Permohonan :  03-05-201%

Nilai TUP KKP : 500.000.000 Total Rincian : 500.000.000
Prog/Keg/OP/SOP/Komp/SK/SD/B/AKUN/Pagu -
tz
25.000.000 .
Uraian Rincian : Usng harian Peserta (35 x 4 hari x Rp 500.000,-)
Jumlah ltem : 1 Satuan : Kegiatan Milai RincifTotal : 70.000.000 F0.000.000
-~
Frg Giat Outp SOutp Komp SKomp SD BBM Akun Uraian Jumlah  Satuan Milai Rinci
_;Dl 3541 950 001 111 A 01 (A 524114 |Uang harian Peserta (35 x 4 hari x Rp 500. 1 Kegiatan 70.000.000
i 35941 950 001 | 111 A 01 |A 524114 |Tiket Pesawat Peserta (35x 2 harix Rp 2.} 35 Qrang/PP 175.000.000
i 35941 950 001 | 111 B 01 |A 524119 | Door Prize Peserta 14 Orang 28.000.000
_|o1 3941 950 002 | 112 B ol (A 521211 |Seminar KIT peserta 35 Kit 35.000.000
| o1 3042 950 002 | 122 H 01 (A 522151 |Honorarium Narasumber 3 Orang 12.000.000
|08 3947 101 001 | 632 A 01 |A 521219 |Sewa hotel 1B Kamar 180.000_000
] ~
Hapus Edit Tutup

Alur perekaman yaitu lik tombol

“Pilih Akun”, sehingga muncul pilihan pagu sebagai berikut :

Pilih Pagu :
-~
Frg Giat Outp SOutp Komp SKomp SD BBEM Register Akun Pagu Realisasi Sisa Pagu
01 3941 | 950 001 (111 |A 01 A 00000000 521211 410.212.000 100.123.000 310.089.000
[ {m 3941 | 950 001 111 |A 01 A 00000000 524111 406.341.000 32.250.000 374.091.000
[ {m 3841 | 950 001 (111 |A 01 |A 00000000 524114 270.000.000 245.000.000 25.000.000
[ |m 3941 | 950 001 (111 |A 01 |A 00000000 524119 179.000.000 126.720.000 52.280.000
[ m 3541 | 950 001 (111 B 01 |A 00000000 521211 124.255.000 100.220.000 24.035.000
[ m 3941 | 950 001 (111 |B 01 |A 00000000 524111 45.000.000 (] 45.000.000
¥ 01 3941 | 950 001 [111 [B 01 |A 00000000 524119 | 134.000]/000| 28.000.000 106.000.000
01 3941 | 950 001 |111  |C oL |A 00000000 521211 300.000.000 42.251.000 257.749.000
[ m 3941 | 950 o001 (111 |C 01 |A 00000000 524111 328.248.000 55.944.340 272.303.660
: o1 3941 950 001 111 C 01 A 00000000 524119 99.900.000 o 958.500.000
|0 3941 950 o001 111 D o1 A 00000000 521211 100.000.000 49.989.000 50.011.000
| |01 3941 950 o001 111 D o1 A 00000000 522131 500.000.000 o 500.000.000
|0 3941 950 001 111 E 01 A 00000000 521211 123.350.000 53.410.000 69.940.000 | v

1.017.620.558.000 42.025.352.646 §975.595.205.354

Pilih Tutup

Klik pada grid yang akan dipilih, lalu tekan tombol “Pilih”, selanjutnya Klik tombol “Rekam Data”,
seehingga textbox input detail rincian aktif.

Tombol Pilih Akun

Untuk memilih pagu akun detail rincian yang terdiri atas program,
kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun

Tombol Rekam Data

Untuk merakam data rincian setelah pilih pagu dan mengaktifkan
inputan textbox detil rincian

Uraian Rincian

Diisi dengan wuaraian rincian
bahan/KIT seminar untuk peserta”

kegiatan, misalnya “Belanja

Jumlah Item Diisi dengan jumlah item barang atau paket kegiatan sesuai
kebutuhan

Satuan Diisi dengan nama satuan, misal orang, buah, paket, OJ, OH dan
lainnya

Nilai Rinci Diisi dengan nilai rupiah/uang rincian kegaiatan yang nantinya

dikalikan dengan jumlah item

Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol “Simpan”, jika melakukan ubah data,
makan tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.
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CETAK SURAT
Tombol cetak digunakan untuk melakukan cetak surat persetujuan UP KKP ke KPPN, hasilnya
seperti dibawah ini:

Surat Permohonan

GAMNTI KOP SURAT I

e L DT T . g b P e s s A 0L,

hornor D KU OO2S2 P PR U201 B
Sifat Segera

Lampiran 11 {s=tu) bercas

Pernhal Permohonan Tambahan Uang Persediasan (TUP) Kartu Kredit Pemenntah

With. Kepala P PM Jakarta WV
JILIr. H. Jusnda Mo, 19
Jakarts Pusat

Sehubungsn dengsn Pearsturan Ment=rn Keusngsn Mo, PMK-156/PRMI.05 2015 tentang Tats Cars
Pambaysran dsn Penggunsan Karu Kredit Pemenntsh,. bersams ini kami mengsjuksn permohonsn TUP ssbess:
Rp 500.000000.- (ims ratus juts rupsh} untuk kepeduan Sosislisasi mitigasi Bencana untk Petugas SAR
Tashun 2019,

Sebsgsibshanpertimbsngsn, berkut kemilampirksn dats pendukung yang terdin deari :
1. Surst Pemystsan penggunsasn TUP KKP.

= Rincian penggunaan TUP KKFP menurut Program, Kegiatan, outputdan Skoun.

2. Ausip Data Komputer (ADK) rincian penggunaan TUP KKP (Ekstensi tupl

Arsip Dats Kompuisr (ADK) rincisn telsh ksmi kan mendshuli melsh msil resmi KPPM Jaksrts N dan
sekirsnys softcopy persetujusn dapst ditembuskan ke emsil ksmi yaitu :Jakerta4 4143 70@gmsil.com

Demikian disampaiksan, atas perhstian dan kerfasamanys divcapkan terima kasih.

Jakarta Pusat. D3-05-2019
Husasa Pengguna Anggaran,

MOH. BAROKMA HAULAH, S.S.
MNMIF. 196891111 1983031003

Surat Pernyataan

ARSI RO S LR

S e we e Sarie e Lt A e i b A 8 S e

SURAT PERMNS AT .S AT
Fomor - KL O02,301 1,9 P -2 1,2019

Senubungan oo n Peogajuen Tambehon Ueng Porsedisan (TLE) korms lomdit Pooosntsn
sebasarRp 500.000 000 - (imsa retus juts ropish). ysng bertands tangan di bawsh

1. resmsa D RO, BARORRA FLAULAH, S5,

2. Jsbstan D Husss Fengguns Snggsrsn

B. Satuan kens : BADAN FMAS HOMMAL P EMCARLARMN DA N P ERTO LD MEGA RN (BASA RS
= Mementenan Megors/lemboge B DR RS IO PLA L FERICUS AR Dut i B E R T OO P aSn i (B S S FE LS
5. Unit Organisasi : Badan SAR Masionsl

denganini menyaimcan Dol ©

1. Tambanan Uang Persediaan (TLIF) FF tersebut akan dpemunakan untok memmbis r=giatan yang ook
omlirlfirety e, eyt s opaepgstpfemetinrn} sl bty et syt ey

e e R e L R e e e L i

g lus ran— engeluaran yEng  meenut pemturan perundangundangan rus dilstolkemn  dengar

e e R e i =

2. Apabis Tambahan Usng Parsedisan (TUP) FI<P msrssbut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulsn
Sisassaido it yang mesin odo seoore oto = akean e propors Fored it Faemmeaniah sesua
S o R L Rl e m T e e P DB aiE.

e P e . e P S W e B SR S A, St A Fro
FPersedaan (TUP) KKP mrsebut di satas menjsdi tenggung jswesb sepenuhnys dan Hussa Pengguns Snggsmse

sesusidengan persturan perundang-—undangan.

Demikian Surst pemystsen ini dibust dengsn Sebansr-bansmys .

Jakarta FPusat O3 _05-20 19
Huasa Pengguna Anggsran.

A, BSOS AL AH, S .S,
rIFP. 19591111 1998031003

Blncian TUP

o St P TUR 862 e Sk Pt TUR 062
Nomor Ry e oo Namor R e 20208
Rl T lmamn
OAFTAR RIGIAN PERINTAAN TAMSAHAK UANG PERSEDIAAN (TUP) KKP OAFTAR RIGIAN PERJNTAAN TAMSAHAK UANG PERSEDIAAN (TUP) KKP
nagai Felaksanzan - 15.06-2015 s/d 20-06-2075 ragai Felaksanzan - 15.06-2015 s/d 20052073
o305 21 saeres ] o305 210 1aeres 2
= pp—— S p— = Ey— S S p—
s “Jamian Saman T il “Jumian Saman
PR P T e L S SRR N ‘ p— | |
e e ] s e
= G e e e e Feagemn
MO BAROKNA HAULAH S 5
B = NIP_ 156911111398031003
sooox| s | cmgee
4 524115, 2=t a2
oo e e T Er I o | =onon
| 28000000
1000000 E wa | 35.000.000
et I S0
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E. Permohonan TUP Non KKP ke KPPN
Sub menu ini digunakan untuk input data-data rincian permohonan TUP Non KKP (RM dan PNBP
Tunai) untuk membiayai kegiatan Satker yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dibayarakan
secara LS. TUP Non KKP ini sifatnya akan menambah/meningkatkan batas/limit UP Tunai.

Tata cara perekaman dan output surat sama seperti TUP KKP penjelasan diatas, yang
membedakan adalah penayangan pagu jenis belanja tidak dibatasi pada akun belanja barang dan
belanja modal saja, tetapi semua jenis belanja ditampilkan.

F. Pengiriman ADK KKP ke PPK/SILABI
Pengiriman ADK KKP ke modul PPK atau modul Bendahara/SILABI sangat diperlukan jika database
antara PPSPM, PPK atau dengan Bendahara/SILABI secara terpisah. Untuk keperluan validasi,
maka pengiriman data KKP dari PPSPM harus dilakukan untuk pertama kali dan setiap ada
perubahan UP/TUP KKP.

Pengiriman ADK KKP dilakukan pada modul PPSPM menu utilitas, sub menu Kirim ADK KKP ke
PPK/SILABI, seperti pada gambar dibawah ini :

Tahun : 2019

Satker @ 414370 BADAM MASIONAL PENCARIAMN DAM PERTOLOMGAN (BASARMAS)

@) Kirim ) Terima

DIRECTORY CHAPLIKASISAS2016

Proses Keluar

Opsi Kirim digunakan untuk kirim data KKP ke PPK/Silabi, sedangkan opsi terima digunakan untuk
menerima ADK KKP pada modul PPK/Silabi.

Format file kirim ADK tersebut adalah XXXXAAAAAA TANGGAL.bkkp dengan keterangan sebagai
berikut :

XXXX = tahun anggaran

AAAAAA = kode satker

TANGGAL = tanggal pembentukan ADK

.bkkp = ekstensi file
MName Crate n‘nc:cli-.f'iecl Type Size
| ] 2019414370_17-05-2019.bkkp 17/05/2019 007 BEEKP File 5 KB
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